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BUPATI HALMAHERA BARAT

TAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 92.k /KPTS/ V 12022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI
]AMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HATMAHERA BARAT,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerinfah Daerah, yang
mengamanatkan bahwa besaran alokasi ditetapkan setiap tahuri dengan
Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada KabupatenlKota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas
Kabupaten Halmahera Barat Tahu n 2022;

: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah*
daerah Swatantra Tingkat II Datam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

Z. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2000;

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor L7 Tahun 2003
Negara;

tentang Keuangan

5, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
laminan Sosial;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah;

10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan
Pemerintah Daerah KabupatenlKota;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;

14, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 0KN) pada
Fasilitasi Tingkat Pertama Milik pemerintah Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
16, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 rahun zaL4 tentang

Penggunaan Dana Kapitasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi

dan Tata kerja Kementerian Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya operasional pelayanan
Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun zazl tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun zo2z tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat rahun Anggaran z0zz;

surat usulan Kepala Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Halmahera Barat Nomar : 44A I SZL I ZAZZ,
Perihal : usulan sK Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas TahunZA?Z

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Besaran Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Puskesmas sebagai berikut :

a, Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat sebesar 6A o/o (enam
puluh persen).

b, Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat
sebesar 4A olo (empat puluh persen).

Penetapan Besaran Alokasi Dana Kapitasi laminan Kesehatan Nasional
Pada Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis
dan administrasi dibawah tanggungjawab Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera
Barat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahu n 2A22.
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: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : gg yqat 2022
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Tembusan z Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan PemeriKa Keuangan Penrrakilan Maluku Utara diTernate,
4. Inspektur InspeKorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat diJailolo,
6. Kepala Puskesmas se-l(ab Halmahera Barat masing-masing diTempat.
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